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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil Penelitian nomatif dengan judul “Tinjauan Fiqh 

Siya<sah Terhadap Keberlakuan Normartif Dan Formal Peraturan Daerah  

Kabupaten Pamekasan No 07 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan”  

Skripsi ini dibuat untuk menjawab permasalahan  yang telah dilampirkan dalam 

dua rumusan masalah yaitu: bagaimana keberlakuan perda kabupaten pamekasan 

tentang penanggulangan kemiskinan dan bagaimana tinjauan fiqh siya<sah 

terhadap perda kabupaten pamekasan tentang penanggulangan kemiskinan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) atau hukum 

normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan dengan 

menggunakan sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan 

hukum lainnya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang 

Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dan 

dijabarkan secara kongkrit dan sistematis mengenai teori keberlakuan normartif 

dan formal terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan dan juga akan 

dianalisis menggunakan hukum islam, yaitu siya>sah al-dustu>riyyah. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembuatan Peraturan 

daerah terdapat teori keberlakuan normatif dan formal artinya adanya hirarkis 

dalam hukum yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan atauran yang di 

atasnya dan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan ini 

sudah sesuai dengan tata cara pembuatan Peraturan Daerah dan sesuai dengan 

legal drafting.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam 

mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap negara 

pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusannya. Tujuan dari 

Negara Republik Indonesia sendiri sudah tertulis dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar (alinea ke IV) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
1
 

Hak asasi manusia adalah hak hak yang melekat pada semua manusia, 

yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut 

locke hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh tuhannya 

sebagain sesuatu yang bersifat kodrati. Maka dari itu tidak ada kekuasaan 

apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi manusia. Didalam Undang- 

Undang No 39 tahun 1999  dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada  hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

mahkluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi  oleh negara, hukum, pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

                                                           
1
 Undang-Undang dasar 1945. 
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manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada diri 

manusia. Ham didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia 

memiliki martabat yang tidak dapat dipisahkan tanpa memandang jenis 

kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal suku bangsa, kenyakinan agama.
2
  

Di dalam HAM terdapat teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa 

hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat  yang didasari dengan 

sebuah kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. 

Dalam kontrak social, penguasa diberi kekuasaan oleh rakyat untuk 

menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan keamanan agar hak alamiyah 

manusia terjamin dan terlaksana secara aman. Begitupun juga dengan rakyat, 

rakyat akan mentaati penguasa mereka selagi hak-haknya mereka terjamin. 

Namun permasalahan yang selalu hadir di tengah masyarakat 

Indonesia salah satunya permasalahan sosial yaitu kemiskinan, yang 

menyebabkan adanya masalah-masalah lain yang ikut serta dikemudian hari 

diakibatkan kemiskinan itu sendiri. Masalah kemiskinan sendiri tidak hanya 

dialami oleh Indonesia saja melainkan terdapat negara-negara lain yang 

mengalami hal serupa.  

Kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan dimana terjadi 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya meliputi: makanan, 

pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Menurut Benyamin 

White berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kemiskminan adalah 

                                                           
2
 M. Yasir Alimi et al.,Advokasi hak-hak perempuan,membela hak mewujudkan perubahan 

(yoqyakarta: LKiS,1999),13. 
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perbedaan kreteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari suatu wilayah 

dengan wilayah lainnya
3
.  

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 

tahum  1945 menyatakn bahwa: 

1. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara  

2. Negara mengembankan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan. 

3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum 

yang layak 

4. Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan  pelaksanaan pasal ini yang 

diatur dalam undang-undang.4 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diatur 

tentang  hal-hal yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum yang 

berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat sebagimana diatur dalam 

Undang-undang bahwa : 

1. Pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk 

mempertahankan hidup  dan kehidupannya 

                                                           
3
 Dillon H.S dan Hermanto,Kemiskinan di Negara berkembang Krusial Global (Jakarta: LP3ESP, 

1993),10. 
4
Undang-Undang dasar 1945, pasal 34 
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2. Pasal 28D ayat (1): setiap orang setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama  dihadapan hukum 

3. Pasal 28H ayat (1): setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) setiap orang mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) setiap 

orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan  pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat 

4. Pasal 28I ayat (2): setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 

yang bersifat diskriminatif itu5 

Dengan keterangan yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang 

Dasar sudah jelas bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam 

menanggulangi kemiskinan yang terjadi pada masyarakatnya. Maka 

pemerintah seharusnya memiliki solusi dari permasalahan tersebut. 

Sehingga pemerintah bertindak dengan mengeluarkan Keputusan 

Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan Nomor 8 

Tahun 2002 dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang 

berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi 

                                                           
5
 Undang-Undang dasar 1945, pasal 28 
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perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya 

penanggulangan kemiskinan yang berguna mempertajam keberadaan Komite 

Penanggulangan Kemiskinan maka pada tanggal 10 September 2005 

dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberadaan TKPK 

diharapkan dapat melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah diraih 

oleh KPK (TKPK, 2007). 

Hal ini berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 

yang menjelaskan bahwa tugas dari TKPK yaitu  melakukan langkah-langkah 

konkrit guna mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh 

wilayah Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan 

pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
6
 Hal ini 

berkenaan dengan wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan 

mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (SPKD) telah disusun dan dijabarkan melalui proses 

partisipatif dengan melibatkan seluruh Stakeholders pembangunan di daerah. 

SPK menggunakan pendekatan berbasis hak (right-based approach) sebagai 

pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian secara bertahap 

dan progresif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar 

rakyat. 

                                                           
6
 Perpres no 54 tahun 2005. 
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Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah sendiri telah membuat  

beberapa peraturan terkait hal itu dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, 

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan Nomor 8 

Tahun 2002 sebagai dasar hukum dibentuknya Komite Penanggulangan 

Kemiskinan (KPK). Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 

tentang dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 

yang keberadaannya yang diharapkan dapat melanjutkan dan memantapkan 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK. Kemudian Peraturan Presiden 

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan.  

Didalam teori kemanfaantan dijelaskan bahwa tujuan dari hukum 

adalah memberikan kemanfaatan kepada banyak orang, kemanfaatan sendiri 

diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik buruk-buruk 

adil atau tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu 

memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. serta dijelaskan dalam 

teori perundang-undangan bahwa dapat dilihat kajian dalam sistem hukum 

yang berkaitan dengan berlakunya sebuah peraturan hukum. J.J.H. Brugink 

menjelaskan Keberlakuan hukum terbagi menjadi 3 :
7
 

1. Keberlakuan Faktual (Empiris Kaidah Hukum) 

                                                           
7
 J.J.Brugink,Reflksi kritis Tentang Hukum(Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), 147. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

7 
 

Kaidah ini diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat dan di patuhi oleh 

warga masyarakat contoh setiap orang yang berwewenang 

menerapkan kaidah hukum tersbut secara benar yang kemudian 

menyebabkan para warga masyarakat akan berprilaku sesuai dengan 

kaidah-kaidah hukum tersebut 

2. Normatif atau Formal 

Kaidah yang cocok dengan sistem hukum yang lebih tinggi di atasnya 

(Hirarkis)  

3. Evaluatif  

Suatu kaidah dipandang bernilai jika didasarkan atas subtansinya, 

yang memiliki kekuatan mengikat atau sifat mewajibkan. Contoh 

setiap orang berkwajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum yang 

ia pandang bernilai atau sangat penting untuk prilaku sosialnya.                            

Yang mana dengan teori keberlakuan tersebut harusnya terdapat 

kejelasan bagaimana aturan kemiskinan dapat di taati dan diterapkan pada 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang  adil. 

Namun upaya tersebut masih belum terlaksana secara maksimal di 

berbagai daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi dan menyebabkan 

tidak adanya rasa kesejahteraan yang dialami oleh masyarakatnya. Berbagai 

peraturan yang diatur yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan 

malah tidak membawa perubahan untuk masyarakat yang mana masih banya 

daerah-daerah terpencil yang masih mengalami kemiskinan. Kemiskinan ini  
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diakibatkan oleh pemerintahan daerah yang bertugas untuk mencatat warga 

yang berada pada status miskin malah tidak tepat sasaran yang mana 

pemberian bantuan yang seharusnya diterima warga yang benar-benar miskin 

malah diterima warga yang bersatus masih mampu untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sehingga, warga yang secara ekonomi mampu, justru tercatat 

sebagai warga miskin.
8
 

Hal ini menunjukkan bahwa adanya peraturan yang mengatur 

pelindungan untuk warga miskin tidak efektif dan cenderung menguntungkan 

warga lain yang tidak seharusnya menerima bantuan dari pemerintah. 

Padahal sudah dijelaskan didalam  Perda Kabupaten Pamekasan 

Nomor 07 tahun 2019 Pasal 4 bahwa sasaran penanggulangan kemiskinan 

adalah perorangan, keluarga, kelompok,dan/ atau masyarakat yangb meliputi: 

a. Penduduk miskin dan rentan miskin yang termasuk dalam basis data 

pemerintah  

b. Penduduk miskin dan rentan miskin hasil verivikasi pemerintah daerah 

Dari penjelasan perda di atas telah di terangkan bahwa verifikasi data 

warga miskin sangat penting dilakukan. Sebab hampir semua bantuan sosial 

mengacu  pada basis data terpadu (BDT) yang dikeluarkan kementrian sosial. 

Hal ini juga membuat warga yang benar-benar berada pada keadaan miskin 

                                                           
8http://radarmadura,jawapos.com/read/2019/3/10/124124/perda-penanggulangan-

kemiskinan-disahkan/, diakses pada tannggal 9 november 2019. 

 

http://radarmadura,jawapos.com/read/2019/3/10/124124/perda-penanggulangan-kemiskinan-disahkan/
http://radarmadura,jawapos.com/read/2019/3/10/124124/perda-penanggulangan-kemiskinan-disahkan/
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tapi tidak terdaftar dalam daftar warga miskin tidak akan mendapatakan 

bantuan. Oleh karena itu verifikasi dan validasi sangat dibutuhkan untuk 

memastikan wagra miskin di pamekasan terdata dan dapat menerima bantuan 

sesuai haknya. Dengan harapan, bantuan pemerintah tepat sasaran kepada 

yang membutuhkan yang nantinya akan mengurangi angka kemiskinan di 

kabupaten Pamekasan.  

Sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan tentang 

penanggulangan kemiskinan maka penulis menganalisis persoalan di atas 

ditinjau dari  Fiqh Siyasah. 

Fiqh Siyasah adalah hal ikhwal yang mempelajari tentang  seluk beluk 

yang mengatur urusan umat dalam  bernegara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan serta  kebijakan yang di buat oleh para pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar agama dan syariat untuk memberikan 

kemaslahatan untuk umat.
9
 Fiqh siya<sah antara lain memperbincangkan 

tentang siapa sumber kekuasaan, apa dasar dan bagaimana pelaksanaan 

kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang di berikan kepadanya dan kepada 

siapa pelaksanaan kekuasaan di pertanggungjawabkan kekuasaannya.
10

 dalam 

islam pun sudah dengan jelas menerangkan bagaimana seharusnya membantu 

fakir miskin serta memberikan perlindungan yang pantas atas haknya. Dalam 

hal ini seorang Ulil amri yang berhak memberikan perlindungan terhadap 

                                                           
9
 J. Sayuti Palungan, Fiqh Siyasah (Ajaran sejarah dan pemikiran), ( Yogyakarta : Ombak, 2014),28. 

10
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama,2001),4. 
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masyarakat teterutama membantu kepada mereka yang masih belum mampu 

(fakir dan miskin). 

Kekuasaan (Sultah) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut 

Abdul Wahab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Lembaga Legislatif 

(sultah tashri>iyyah) Lembaga ini merupakan lembaga Negara yang 

menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. 2) Lembaga 

Eksekutif (sultah tanfidhiyyah) lembaga ini merupakan lembaga yang 

menjalankan Undang-undang atau pelaksanaan Undang-undang. 3) lembaga 

yudikatif (Sultah qadha’iyyah) Lembaga ini merupakan lembaga Negara yang 

menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Dalam konsep ketatanegaraan Islam kita mengenal istilah khalifah 

sebagai eksekutif yang merupakan pelaksana pemerintahan yang mengatur 

kehidupan umat di daerahnya dengan konsep Islam sebagaimana yang di atur 

Al-qur’an dan hadis dalam hal ini kita dapat melihat salah satu ayat dalam 

Al-qur’an surat An-Nisa’ ayat 58 dijelaskan bahwa : 

 

                                    

                      

Artinya : 
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‚Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkanya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang 

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendngar, Maha 

Melihat.‛11 

Ayat di atas  menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang 

amanah yang telah diberikan oleh rakyat termasuk dalam hal pemeliharaan 

fakir miskin dan anak terlantar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan penanggulangan 

masalah kemiskinan di kabupaten Pamekasan, Madura. Karena masih banyak 

persoalan yang terjadi, salah satunya data kemiskinan yang  tidak valid. 

Kerap di temukan warga miskin yang tidak terakomodasi bantuan pemerintah 

lantaran lantaran tidak terdata sebagai warga miskin.  

Berdasarkan isu yang di paparkan di atas yaitu terdapat Peraturan 

Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di 

Kabupaten Pemekasan, yang diharapkan pelaksanaanya berjalan semestinya, 

oleh sebab itu penulis  menuliskan permasalahan ini dalam bentuk tulisan  

skripsi yang berjudul ‚Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Keberlakuan Perda 

Kabupaten Pamekasan No 07 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan 

Kemiskinan‛. 

A. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

                                                           
11

Al-Qur’an dan terjemahnya,4:58. 
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Berdasarkan latar belakang masalah mengenai keberlakuan Perda 

Kabupaten Pamekasan No 07 tahun 2019 tentang penanggulangan 

kemiskinan, terdapat beberapa masalah yang dapat diketahui yaitu: 

1. Identifikasi Masalah  

a) Peraturan Daerah Kabupaen Pamekasan 

b) Proses perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan 

berdasarkan teori keberlakuan normatif dan formal 

c) Tindakan pemerintah terhadap menanggulangi kemiskinan 

2. Batasan Masalah 

a) Teori keberlakuan faktual terhadap  Perda Kabupaten Pamekasan No 

07 tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan 

b) Analisis Fiqh siya>sah terhadap Keberlakuan perda kabupaten 

Pamekasan No 07 tahun 2019 tentang penaggulangan kemiskinan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas dan batasan 

masalah yang akan dibahas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Keberlakuan Perda kabupaten Pamekasan No 07 tahun 2019 

tentang penanggulangan kemiskinan? 

2. Bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap Perda kabupaten Pamekasan No 

07 tahun 2019 tentang penaggulangan kemiskinan? 
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C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas atau penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan 

atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.12 

Berikut ini beberapa uraian hasil penelitian tentang penanggulangan 

kemiskinan yang pernah dilakukan. Supaya tidak mengulangi kajian materi, 

berikut ini beberapa tinjauan pustaka: 

1. ‚Analisis progam penanggulangan Kemiskinan di kabupaten sragen‛ 

penelitian ini ditulis oleh Tibyan pada tahun 2010. Hasil dari 

penelitiannya adalah mengenai progam penanggulangan kemiskinan 

perkotaan (PPKP) yang dapat meningkatkan produktivitas kelompok 

swadan mandiri yang menerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif 

di Kota Sragen
13

.  

2. Jurnal Jurusan zakat dan Wakaf dari STAIN Kudus yang berjudul 

‚Urgensi Penetapan Kreteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di 

Indonesia ‛ yang ditulis oleh Kuntarno Noor Aflah. Dalam penelitian 

                                                           
12

 Tim Penyusun fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
(Surabaya:UIN Sunan AmpelPress,2014),8. 
13

 Tibyan,Analisis Progam Penanggulangan kemiskinan Di kabupaten sragen (Tesis- Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta,2010) 
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tersebut menjelaskan bagaimana kreteria dan parameter kemiskinan 

menurut regulasi di Indonesia.
14

 

3. Skripsi yang berjudul ‛Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan 

Kemiskinan Melalui Progam khilan Di Kota Palopo‛ skripsi ini meneliti 

bagaimana pelaksanaan progam khilan dalam menanggulangi kemiskinan 

di kota palopo dan bagaimana faktor-faktor yang mempengarui 

pelaksanaan progam khilan di kota palopo.
15

 

Dalam skripsi ini penulis akan meneliti dan membahas tentang 

Keberlakuan perda kabupaten Pamekasan no 07 tahun 2019 tentang 

penanggulangan kemiskinan Bagaimana tinjauan hukum dan fiqh siyasa>h-

nya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dari penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui keberlakuan Perda kabupaten Pamekaan No 07 tahun 

2019 tentang penanggulangan kemiskinan.. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siya>sah terhadap Perda Kabupaten 

Pamekasan No 07 tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan. 

 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

                                                           
14

 Kuntarno Noor Aflah, Urgensi penetapan Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia 
(journal-STAIN, Kudus 2017) 
15

 Supriadi,Peran Pemerintah daerah Dalam penanggulangn kemiskinan melalui progam khilan di 
Kota Palopo (Skripsi-Universitas Hasanuddin,Makasar,2017) 
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Berkaitan dengan tujuan penulis dari penelitian skripsi ini, dapat 

memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dari segi teoritis tentang analisis Keberlakuan Peraturan Daerah 

Terkait penanggulangan kemiskinan, dari segi hukum positif dan 

Fiqh Siyasah.  

b) Dapat memberikan pemikiran untuk mengembangkan serta 

menambah pengetahuan hukum islam bagi mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum dan bagi mahasiswa jurusan Hukum Tata 

Negara.  

2. Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta 

menjadi pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan 

dengan penanggulangan kemiskinan. 

b) Penelitian penulisan skripsi ini juga diharapkan memberikan 

kegunaan terutama  kepada daerah-daerah yang masih belum 

efektif dalam menanggulangi kemiskinan sehingga dapat 

meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan.  

 

F. Definisi Operasional 
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Beberapa definisi operasional berikut ini untuk memberikan 

pemahaman dalam judul skripsi. Berdasarkan judul skripsi ini yaitu ‚Analisis 

Fiqh Siya>sah Terhadap  Keberlakuan Perda Kabupaten Pamekasan No 07 

Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan‛ 

1) Fiqh Siyasah  

Fiqh Siyasah adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang seluk 

beluk peraturan yang berkenaan dengan urusan ummat umat dan berbangsa 

serta bernegara dalam  segala bentuk hukum,peraturan yang dibuat oleh para 

pemegang kekuasaan yang sejalan  ajaran syariat guna memberikan  

kemaslahatan untuk ummat.
16

 

Aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, 

hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga 

negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu 

negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai 

bidang kehidupan berdasarkan ketentuan ajaran agama islam.
17 

 

2) Keberlakuan  

Menurut Han kalsen keberlakuan hukum adalah apabila seseorang 

sunggung-sungguh mentaati hukum untuk menghindari saksi aturan hukum 

itu atau tidak berkenaan dengan keberlakuan hukum. Teori tentang 

                                                           
16

 J.Sayuthi pulungan, Fiqh siyasah (Ajaran sejarah dan Pemikiran),(Yogyakarta: Ombak,2014),28. 
17

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualitas Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2014), 
29. 
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keberlakuan hukum dibedakan menjadi 3 macam hal berlakunya hukum 

sebagai kaedah. Soerjono soekanto dan Musthofa Abdullah (1980:13) 

mengemukakan ada 3 macam kaedah yaitu : 

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 

didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnnya. 

2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut 

efektif maksudnya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya 

oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori 

kekuasaan) atau kaedah tersebut berlaku karena diterima oleh 

masyarakat(teori pengakuan) 

3. Kaedah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita 

cita hukum sebagi nilai positif yang tinggi. 

3) Perda (Peraturan Daerah) 

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang di bentuk oleh kepala 

daerah provinsi maupun kabupaten / kota bersama-sama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota. Peraturan 

daerah merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah 

merupakan penjelasan lebih detail dari praturan prundang-undangan yang 

lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah tersebut. 

Peraturan perundang-undangan ditingkat daerah merupakan bagian dari 

kesatuan perundang-undangan secara nasional. Maka dari itu tidak boleh 

ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan 
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perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi tingkatanya atau 

kepentingan umum.
18

 

Tujuan pokok dari peraturan daerah adalah memberdayakan 

masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dan pembentukan 

peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan pada umumnya antara lain: memihak kepada 

kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan 

lingkungan dan budaya.
19

 Kemudian didalam Undang-Undang No 12 

tahun 2011 tentang pembentukan paturan perundang-undangan. 

Dijelaskan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundangn-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

persetujuan Kepala Daerah.
20

 Jadi peraturan daerah merupakan pemberian 

kewenangan yang bertujuan untuk mengatur daerahnya dan peraturan 

daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang dari peraturan. 

 

4) Penanggulangan Kemiskinan 

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, 

menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif 

dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 

dinyatakan bersalah dilembaga pemasyrakan. Atau dapat di artikan juga 

                                                           
18

 Baqir Manan,Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah ( 
Bandung:LPPM Universitas Bandung, 1995),8. 
19

 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dngan pmilihan kepala daerah secara Langsung 
Cet-Ke-1(jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2005),131. 
20

 Undang-undang Nomer 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, 
pasal I ayat(7). 
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sebagai suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas 

kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian 

atau perbuatan tersebut. 

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tiak mampu 

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan,andang,tempat 

tinggal, pendidikan, dan kesehatn yang layak. Secara kuantitatif, 

kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba 

kekurangan atau tidak memiliki harta benda. 

Penanggulangan kemiskinan yaitu suatu upaya yang dilakukan 

untuk mencegah, mengatasi atau meminimalisir terjadinya kemiskinan 

sehingga nantinya dapat mengatasi problem yang dialami masyarakat 

terkait ekonominya dan mencarikan solusi agar kebutuhan dasar mereka 

terpenuhi. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif  merupakan suatu metode 

penelitian hukum yang Objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, 

asas-asas hukum, doktrin serta yurisprudensi.
21

 

                                                           
21

 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ( Jakarta : Raja Grafindo 
Persada,2004),119. 
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1. Sumber Bahan Hukum 

a. Baham hukum primer  

 Bahan hukum primer merupakan bahan bahan data  yang 

bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Baham hukum 

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.
22

 Yang terdiri dari : 

a)  Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang Undang Nomer  39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia 

c)  Peraturan Daerah  Kabupaten Pamekasan No 07 Tahun 

2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum hukum nerupa publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
23

  

a. Buku yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi: 

1. Fikh Siyasa>h Ajaran,Sejarah Dan Pemikiran Oleh 

Suyuthi Pulungan 

                                                           
22

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016),181. 
23

 Ibid. 
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2. Al-Ahkam Al-Asulthaniyyah Hukum-hukum 

penyelenggaraan negara dalam syariat islam ole\h Imam 

Al-Mawardi 

3. Argumntasi Hukum oleh Philipus M. Hadjon 

4. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-

undangan Tingkat Daerah Oleh Bakir Manan 

5. Penegakan hukum oleh Sorjono Soekamto 

6. Reflksi kritis tentang hukum oleh J.J.Brugink  

b. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjabaran terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu: 

1. Kamus besar bahasa Indonesia  

2. Kamus hukum  

3. Jurnal 

4. Artikel 

5. Internet  

6. Koran  

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan ( library reseach ). Yang 

artinya metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum. 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan baik peraturan 
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perundang-undangan , buku, srtikel, skripsi, atau jurnal-jurnal hukum 

berdasarkan topik permasalahan yang di rumuskan 

3. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan hukum yang  di kumpulkan,  selanjutnya yaitu diolah 

dengan bahan hukum yang berupa mengidentifikasi bahan hukum, 

pengklasifikasian bahan hukum dan analisis bahan hukum. 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik untuk menganalisis bahan hukum di lakukan dengan  

metode deskriptif analsis yaitu upaya atau cara untuk mengolah bahan 

hukum menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa di 

pahami dan bermanfaat untuk memberikan solusi atas sebuah 

permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian, 

atau definisi lain yang berkaitan dengan analisis bahan hukum yaitu 

kegiatan yang di lakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian 

menjadi informasi yang nantinya bisa di pergunakan dalam 

mengambil keputusan kesimpulan 

H. Sistematika Penulisan 

Demi memberikan kemudahan untuk memahami skripsi maka, 

diharuskan memberikan gambaran secara jelas dan komprehensif tentang 

sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi merupakan hal 

terbesat guna untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi 

secara menyeluruh. 
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BAB 1 Pendahuluan 

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Kerangka Konseptual 

Berisi penjelasan secara teoritis dalam penelitian. Penjelasan 

secara teoritis digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian 

skripsi. Pembahasan dalam penelitian menekankan pada suatu kedisplinan 

ilmu pengetahuan yang mencakup perkembangan ilmu dan teori secara 

keseluruhan. Perkembangan ilmu pengetahuan terbaru dibahas dan 

diungkap secara akululatif dan dilakukan pendekatan secara analisis. 

Dalam bab ini menyajikan teori tentang hukum tata negara islam atau 

yang disebut dengan fiqh siyasah. Teori tersebut digunakan untuk 

menyesaikan dan menjawab permasalahan yang dituangkan dalam 

rumusan masalah. 

 BAB III Teori Keberlakuan  

Teori keberlakuan hukum Teori tersebut digunakan untuk 

menyesaikan dan menjawab permasalahan yang dituangkan dalam 

rumusan masalah. 

BAB IV Analisis 
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Merupakan analisis terhadap data yang memuat tentang Analisis 

Fiqh Siya>sah terhadap keberlakuan  perda no 09 kab pamekasan tentang 

penanggulang kemiskinan. 

BAB V Penutup 

Bab penutup berisi  tentang kesimpulan dan saran yang disajikan 

dengan singkat, jelas dan padat. Dengan tetap memperhatikan fokus 

pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan 

tidak memberikan suatu hal yang batu diluar masalah yang dibahas. Saran 

dibuat tidak melebihi konteks dari permasalahan yang dibahas dan 

memberikan kejelasan penelitian yang dituju. Saran memuat tentang 

masukan rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI KEBERLAKUAN HUKUM DAN 

FIQH SIYASAH 

A. Teori Keberlakuan Hukum 

Dari analisis Teori Perundang-undang menyatakan bahwa adanya 

kajian keberlakuan hukum bisa dari sistem hukum yang sesuai dengan 

berlakunya peraturan hukum, Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa 

terdapat 3 hal yang mempengaruhi berlakunya hukum diantaranya
24

: 

1. Kaidah Hukum Berlaku Secara Yuridis 

 Adanya kaidah hukum yang berlaku secara yuris tetapi 

keberlakuan aturan hukum tersebut dalam istilah Hans Kalsen adalah 

aturan yang memiliki keabsahan yang artinya bukan berarti aturan 

tersebut telah berlaku secara efektif. Hans Kalsen mengemukakan bahwa 

keberlakuan terbagi atas 2 bagian diantaranya Keabsahan dan 

Efektivitas
25

. Keabsahan dapat terlihat dari aspek procedural, sedangkan 

efektifitas dipandang  dari segi  penerapannya. Hans Kalsen menyebutkan 

bahwa keabsahan dan keefektifan tidak mungkin trjadi secara bersamaan. 

2. Kaidah Hukum Berlaku Secara Sosiologis  

 Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis adalah aturan 

hukum yang dapat diterima oleh masyarakat serta dapat diterapkan secara 

efektif, meskipun terdapat paksaan untuk keberlakuan dari kaidah 

                                                           
24

 Soerjono soekamto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta,t.t.),29.  
25

 Hans kelsen, Pure Theory of Law,terjemah Raisul Mutaqien (Bandung :Nusa Media, 2008),13. 
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tersebut oleh pengusa atau kaidah tersebut dijadikan kaidah karena 

mendapatkan pengakuan masyarakat (teori pengakuan)
26

 serta diterima 

oleh masyarakat. 

3. Kaidah Hukum Berlaku Secara Filosofis 

Kaidah hukum yang berlaku secara filosofis yang memiliki artian 

sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 

Dipaparkan  juga bahwasanya adanya keberlakuan kaidah hukum 

harus dipandang sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama 

lain, hal ini dikarenakan jika dipandang secara terpisah maka dapat 

menimbulkan pengertian sebagai berikut:  

a. Jika kaidah hukum berlaku secara yuridis maka terdapat 

kemungkinan besar kaidah itu berupa kaidah mati 

b. Jika berlakunya secara sosiologis saja maka dalam teori kekusaan 

atau hukum bersifat refresif maka adanya kaidah itu hanya berlaku 

karena memaksa 

c. Dan jika adanya keberlakuan hanya dikarenakan filosofis maka hal 

itu berarti bahwa kaidah hukum tersebut hanya menjadi bagian 

dari cita-cita 

Oleh sebab itu, suatu kaidah harusnya dapat berfungsi dengan baik serta 

ditegakkan pula karena terdapat beberapa faktor yang menentukan, 

diantaranya:  

                                                           
26

 Philippe Nonet & philip Selznick, Law and Socity Transmition: Toward Responsive law (Jakarta: 
penerbit huma. 
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1) Faktor Hukum atau Peraturan Sendiri 

Faktor hukumnya sendiri yang  menjadi persyaratan utama  

adalah mempunyai kejelasan yang cukup dari segi makna 

ketentuan yang menjadi subtansi dari peraturan tersebut. 

Disisilain erdapat faktor sanksi yang menjadi salah satu faktor 

menentukan berlakunya suatu peraturan yang efektif. Disisilain 

secara empiris dampak yang ditimbulkan sanksi baik bersifat 

negatif atau positif terlihat dari tingkat kepatuhan atau ketaatan 

masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Ditambah dengan 

adanya faktor lain yang berpengaru pada ketaatan masyarakat 

yaitu adanya kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan 

adanya keberlakuan peraturan tersebut. 

2) Faktor Petugas atau Penegak Hukum 

secara sosiologis antara hukum dan penegak hukum adalah dua hal 

yang sangat berbeda, hal ini dimaksud termasuk perundang-

undangan serta asas-asas hukum yang menjadi dasar suatu abstrak 

sedangkan penegak hukum termasuk denga pengadilan yang 

kongkrit. 

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Pelaksanaan Kaidah 

Hukum 

Fakor saranlaha dan fasilitas adalah faktor yang sangat penting 

karena dengan adanya tunjangan fasilitas dan jalan sarana maka 

akan membuat hukum tersebut berjalan secara optimal. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

28 
 

4) Faktor Masyarakat dan Kebudayaan dan Lingkungan Tempat 

Berlakunya Peraturan Ditegakkan 

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang mempunyai 

hubungan satu sama lain sedangkan kebudayaan merupakan 

sebuah sistem norma dan nilai yang menjadikan hubungan 

masyarakat itu terjalin. Hal ini ada kaitannya dengan taraf 

kesadaran hukum serta kepatuhan akan hukum. Kesadaran 

merupakan suatu proses yang mencangkup pengetahuan hukum, 

pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, tingkat 

keasadaran hukumpun akan tercapai apabila masyarakat mematuhi 

hukum. 

 J.J.Brugink menjelaskan bahwa  keberlakuan hukum terbagi 

sebagai berikut:
27

 

1. Keberlakuan Faktual  

Yaitu perilaku yang sebenarnya dari para anggota masyarkat 

apakah dapat mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, 

termasuk juga dalam pengertian ini adalah pejabat hukum yang 

berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum 

tersebut. keberlakuan ini mensyaratkan adanya penelitian empiris 

mengenai prilaku masyarakat. Atau setidaknya mengenai keberlakuan ini 

haruslah didukung dengan data-data atau bukti yang valid yang 

                                                           
27

 J.J.Brugink, Reflksi kritis Tentang Hukum (Bandung:Penerbit Citra Aditya Bakti,1999),147. 
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menunjukan adanya kepatuhan atau bisa jadi juga pembangkangan. 

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan factual, jika kaidah 

tersebut dalam kenyataannya bnar-benar di taati oleh warga masyarakat 

serta para pejabat yang berwewenang juga benar-benar menerapkan dan 

menegakkan. Oleh karenanya kaidah tersebut dapat dikatakan efektif. 

dikarnakan, berhasil mampu mempengaruhi perilaku masyarakat serta 

para pejabat. 

Kenyataan tentang adanya keberlakuan factual ini dapat di teliti 

berdasarkan empirical oleh sosiologi hukum, dengan menggunakna 

metode-metode yang lazim dalam ilmu social. Berdasarkan prespektif 

sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai ‚das sein-sollen‛ yaitu 

kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh terjadi 

dalam kenyataan masyarakat riil) yang mengacu kaidah normatif. 

2. Keberlakuan Normatif atau Formal 

Keberlakuan yang pada dasarnya berisi tentang eksistensi dari 

suatu aturan hukum yang bersifat khusus dalam aturan sistem tersbut, 

haruslah bertumpu pada aturan-aturan hukum yang bersifat lebih umum. 

Aturan yang khusus ini haruslah merupakan derivasi dari aturan yang 

bersifat umum yang memiliki stara yang lebih tinggi dalam konteks 

hierarki aturan. Keberlakuan secara normatif ini bukan membicarakan 

mengenai subtansi atau isi dari suatu aturan tersebut. Melainkan 

membahas tentang batasan diri bahwa suatu aturan itu harus dipandang 
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berlaku apabila ia terbukti merupakan derivasi dari aturan umum yang 

berada di atasnya. 

Jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah 

hukum tertentu yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum itu 

saling menunjuk. Sistem kaidah hukum terdiri atas keseluruhan hirarki 

hukum  khusus yang bertumpu kepada kaidah hukum umum, kaidah 

khusus yang lebih rendah diderivikasi dari kaidah hukum umum yang 

lebih tinggi. 

Keberlakuan normatif  ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.
28

 

Selain itu juga obyek telaahnya berkenaan dengan tuntutan perilaku 

dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung 

pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan 

oleh kekuasaan publik. 

3. Keberlakuan Evaluatif 

Yaitu keberlakuan suatu aturan hukum yang dipandang benar dari 

segi isi bernilai ataupun penting terhadap prilaku sosial masyarakat. 

Pendekatan keberlakuan ini dapat dilakukan dngan dua jalan. Pertama 

melalui upaya abtraksi terhadap keberlakuan empiris, yang mana 

keberlakuan empiris ini  tetaplah merupakan awal untuk mendapatkan 

kesimpulan apakah suatu aturan hukum ini di patuhi atau tidak di patuhi 

                                                           
28

 Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati,Argumentasi hukum (Yogyakarta: gadjah Mada 
university pres.2005),1. 
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oleh masyarakat. Kemudian kenyataan yang terjadi ini diabtraksikan dan 

dinilai secara filosofis. Sedangkan yang kedua pendekatan yang dilakukan 

langsung secara filosofis tanpa melalui penelitian empiris terhadapnya. 

Contoh dari keberlakuan hukum secara evaluatif adalah terhadap sifat 

mewajibkan atau obligatoritas suatu aturan hukum. Apabila berdasarkan 

isinya. Suatu aturan hukum dianggap penting atau bernilai, maka aturan 

hukum itu memiliki kekuatan mengikat. Keberlakuan hukum dengan 

kekuatan mengikatnya dalam masyarakat ialah sangat diperlukan guna 

menciptakan ketertiban, termasuk ketertiban dalam pemungutan retribusi 

Daerah dalam penyelnggaraan pemerintah daerah. Karena itu maka 

pembentukan hukum untuk mekekuasaan dan masyarakat merupakan 

syarat mutlak
29

 dan dngan demikin, praturan hukum tersbut dapat 

mmbatasi wewenang serta tidak menggilas masyarakat yang tidak punya 

wewenang.  

 

B. Pengertian Fiqh Siya<sah 

Fiqh Siya>sah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan siya>sah, yang 

mana fiqh memiliki beberapa pengertian baik secara etimologis maupun 

terminologis. Fiqh secara etimologis artinya ‚paham yang mendalam‛ 

bila ‚paham‛ yang dapat dipergunakan untuk hal-hal  yang bersifat 

lahiriah, jadi Fiqh memiliki arti  pemahaman  mendalam sehingga dapat 

                                                           
29

 Munir Fuady,Filsafat dan Teori hukum Postmodern (Bandung:Citra Aditya Bakti,2005),153. 
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memahami tujuan, ucapan dan tindakan tertentu. Sedangkan menurut 

terminologis fiqh adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum yang sesuai 

dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang didapatkan dari dalil-dalil 

yang tafshil (terperinci yaitu dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang 

diambil dari al-qur’an dan as-sunnah)
30

 Jadi fiqh menurut istilah adalah 

pengentahuan tentang agama islam yang di susun oleh mujtahid (orang 

yang mumpuni dalam agama islam) untuk ber-jihad yang bersumber dari 

al-qur’an dan hadist.31
  

Ibnu Manzhur  mengatakan bahwa siya>sah adalah mengatur 

sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.
32

 Wahhab Khallab 

mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat  untuk 

memelihara ketertiban umum  dan kemaslahatan serta mengatur berbagai 

hal, sementara Abdurrahman mengartikan siya>sah sebagai hukum dan 

peradilan, lembaga pelaksana administrasi dan hubungan dengan Negara 

luar.
33

  

Sedangkan menurut Ibn ’Abid al_Diin memberikan  definisi luas 

berkenaan dengan siya>sah yakni kemaslahatan bagi  manusia dengan 

menunjukakan kejalan  selamat dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari 

para nabi secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin.
34

 

                                                           
30

 Zada et al.,Fiqh Siyasah: doktrindan pemikiran islam (Jakarta: Erlangga,2008),31. 
31

 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran,Sejarah Dan Pemikiran (Jogyakarta: penerbit 
Ombak,2007),3. 
32

 Imam Amrusi Jailani,et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Pres,2011),7. 
33

 Ibid,.7. 
34

 Ibid,9. 
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Dengan beberapa penjelasan tentang penegrtian Fiqh dan Siyasah 

secara etimologis dan terminologis kita dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian fiqh Siya>sah adalah suatu ilmu yang mengatur tentang urusan 

umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan 

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar 

ajaran dan syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi fiqh 

siya>sah popoler dengan artian ilmu tata negara, dalam ilmu agama 

islam.
35

 

C. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

sebagian ulama’ dalam menetukan ruang lingkup fiqh siya>sah 

memiliki beberapa perbedaan yang bisa dilihat dari segi pembagian ruang 

lingkup fiqh siya>sah. Ada yang membagi menjadi lima bidang, dan ada 

juga yang membagi menjadi empat, atau tiga bahkan ada juga yang 

membagi menjadi delapan bidang ruang lingkup pembahasan fiqh siya>sah. 

Menurut imam al-mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siya>sah 

mencakup
36

:sebagai berikut: 

1. Siya>sah Dusturiyah : kebijakan pemerintah tentang kebijakan 

perundang undangan 

2. Siya>sah Maliyah : Ekonomi dan militer 

3. Siya>sah Qodloiyah: Peradilan  

4. Siya>sah Harbiyah : Administrasi negara 

                                                           
35

 J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah ( Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997),26. 
36

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),13. 
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5. Siya>sah Idariyyah : Moneter 

Dari beberapa pembagian ruang lingkup fiqh siya>sah yang 

disampaikan para ulama’ maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

3 bagian yang merupakan ruang lingkup Fiqh Siyasah yaitu : 

1. Siya>sah Dusturiyyah ( Politik Perundang-Undangan ) 

Dalam bagian ini mengkaji penetapan hukum atau 

tasriyyah oleh lembaga legislatife, peradilan atau qadlaiyyah 

oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau 

idariyyah oleh eksekutif. 

2. Siya>sah Dauliyyah/ Kharrijiyah ( Politik Luar Negeri) 

Dalam bagian ini mencangkup hubungan keperdataan antar 

warnegara maupun maupun masalah politik peperarangan atau 

Siya>sah Harbiyyah yang mengatur tentang peperangan baik 

dari segi etika perang, dasar-dasar perizinan berperang, 

tawanan perang, genjatan senjata dan lainnya. 

3. Siya>sah Maliyyah ( Politi Keuangan dan Moneter) 

Dalam bagian ini membahas tentang sumber-sumber 

keuangan negara, pengeluaran negara, belanja negara, 

perdagangan internasional, pajak dan hal lainyya
37

. 

 

D. Pengertian Siya>sah Dusturiyah 

                                                           
37

 Imam Amrusi Jailani dkk, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013),15. 
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Kata Dusturi berasal dari bahasa Persia yang mempunyai arti 

sesorang yang mempunyai kekuasaan yang sah dalm bidang politik dan 

agama.menurut istilah dustur berarti suatu kaidah yang mengatur hal 

dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam 

sebuah negara yang tertulis maupun tidak tertulis.
38

 Suyuthi pulungan 

mengatakan bahwa definisi siya>sah dusturiyah adalah siya>sah yang 

berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah dan 

batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaaan 

yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak 

yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa 

dengan rakyat.
39

 Siya>sah Dusturiyah merupakan kajian yang sangat 

penting dalam suatu negara, karena kajian tersebut berisi tentang hal-hal 

yang mendasar dari suatu negara yaitu hubungan antar warga negara 

dengan kepala negara yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hal 

itu juga berkaitan dengan ruang lingkup dari siya>sah dusturiyah yang 

sangat luas dan kompleks oleh karena itu dalam fiqih siya>sah dusturiyah 

hanya membatasi pembahasannya dalam pengaturan dan perundang-

undangan antara lain:  

1. Siya>sah tasyri’iyah, didalamnya berisikan tentang 

persoalan ahlu al-hall wa al-aqdi, perwakilan rakyat, 

                                                           
38

 M.Iqbal,Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: kencana,2014),4. 
39

 J. Sayuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997),40. 
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hubungan antara muslimin dan non muslim di sebuah 

negara. 

2. Siya>sah Tanfidhiyah, yang isinya berisikan tentang 

Imamah,baiat,wizaroh,wali al ahdi. 

3. Siya>sah Idariyah, yng didalamnya membahsa masalah-

masalah administratif dan kepegawaian. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Amru Jailani menurut 

Abdul Kadir Audah, kekuasaan yang dijelaskan berdasarkan konsep 

negara islam itu dibagi menjadi lima bidang kekuasaan, yaitu:
40

 

1) Sultah Tanfhidiyyah (kekuasaan penyelenggara undang-

undang) 

2) Sultah Tashri’iyyah (kekuasaan pembuat undang-undang) 

3) Sultah Qada’iyyah (kekuasaan kehakiman) 

4) Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan) 

5) Sultah Muraqabah wa Taqwin (kekuasaan pengawasan 

masyarakat) 

 

Jika ditinjau dalam konsep fiqh siya>sah maka tidak ada bagian 

dari konsep negra islam yang bisa dipadankan dengan pemberlakuan 

undang undang , hanya saja ada konsep atau istilah yang mempunyai 

nilai-nilai yang hampir serupa , yaitu Tanfidzi (pelaksana). 

                                                           
40

 Ibid, 30. 
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E. Ulil Amri 

1. Pengertian Ulil Amri 

 Kata Ulil Amri berasal dari kata Ulil dan Amri. Ulil mempunyai 

arti wali dan Amri berarti urusan-urusan. dari segi bahasa Ulil Amri 

mempunyai arti perwakilan urusan-urusan. dari sebagian perbedaan 

pendapat yang menerangkan mengenai makna ulil amri, ada yang 

mengatakan ulil amri adalah Ulama, pemimpin perang, sahabat-sahabat 

Rasulullah, Khulafaur rasyidin, ahli fiqih dan sebagainya. Al-Alusi, 

pengarang tafsir Ruh al-Maani  bekata bahwa terdapat beberapa 

pandangan dalam makna ulil amri, yaitu ulil amri adalah pemimpin kaum 

muslimin (Umara al- Muslimin) pada masa Rasul dan sesudahnya yang 

disebut dengan para Khalifah, Sultan, Qadhi (hakim) dan yang lainnya. 

Terdapat pandangan lain bahwa makna dari ulil amri adalah pemimpin 

Syariah dan  juga ada yang menyebutnya ahlul ilmi. 

Dalam buku politik menyebutkan bahwa penafsiran Ulil Amri ada 

beberapa tafsiran diantaranya : 

1. Ulil amri berarti para ulama yang amilin yaitu ulama yang 

kewibawaannya dihormati oleh banyak orang. 

2. Ada yang mengartikan Ulil amri dengan ahl hal wal aqd.(parlemen 

atau legislative) 

3. Ulil amri  diartikan sebagai orang-orang yang berkuasa dalam 

sebuah negera. 
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4. Ulil amri  diartikan sebagai pemimpin-pemimpin jamaah islam 

dan lain-lain.
 41

 

Berdasarkan beberapa penafsiran diatas bisa diambil kesimpulan 

bahwasannya ulil amri merupakan seseorang yang memperoleh wewenang 

atau kekuasaan yang bertujuan untuk  menangani urusan umat. Ulil amri 

dalam sebuah negara bisa disebut sebagai  kepala negara. 

2. Syarat Ulil Amri 

Sebagai pemimpin yang akan memimpin umat terdapat syarat 

yang harus dipenuhi sebagai sorang ulil amri yang dapat membuatnya 

berhak dan pantas untuk dipilih sebagai pemimpin dari seluruh ummat 

yang dapat membawa kepada kemaslahatan. Terdapat pendapat yang 

dikemukan oleh para ulma’ sebagaimana yang di sampaikan oleh Al-

Mawardi yang mengatakan bahwa terdapat 7 syarat pemimpin, 

diantaranya: 

a. Keseimbangan (al-‘adalah) yang memenuhi semua kriteria, al-

adalah sendiri adalah tolak ukur diri dengan berbagai rutinitas 

dalam menjalankan hal-hal yang termasuk dalam fardlu ‘ain 

dan tidak pernah berbuat dosa besar serta tidak menyepelekan 

dosa kecil,disisi lain pemimpin haruslah mempunyai sifat 

untuk melindungi hak-hak rakyat. 

                                                           
41

 Imam Amrusi Jailani et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013),155. 
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b. Berilmu pengetahuan yang dapat membuatnya bisa melakukan 

ijtihad atas masalah yang muncul. 

c. Panca indera yang lengkap (telinga, mata, dan mulut)  

sehingga ia dapat menangkap setiap kejadian yang ada 

disekitarnya. 

d. Tidak kekurangan anggota tubuh yang membuatnya terhalang 

untuk melakukan aktivitas. 

e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan 

bagi kemaslahatan masyarakat. 

f. Mempunyai sifat berani untuk melindungi dan menjaga rakyat. 

g. Mempunyai keturunan dari Quraisy berdasarkan nash-nash 

yang ada dan ijma’ para ulama.
42

 

menurut pendapat ahli fiqh siya>sah terdapat syarat-syarat 

yang diunggulkan dalam pemilihan pemimpin, antara lain: 

1. Mempunyai ilmu pengetahuan setara dengan basis kemampuan 

beritijtihad. 

2. Dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab. 

3. Memiliki keberanian moral untuk memimpin. 

4. Cakap mengelola organisasi pemerintahan negara. 

5. Adil pada diri sendiri dan pada orang lain
43

. 

 

                                                           
42

 Imam Al-mawardi, Al-Ahkam As-sulthoniyyah (bekasi: Darul Falah,2017),14. 
43

 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam ( Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 46. 
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BAB III 

PROSES PERANCANGAN  PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO 07 

TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

A. Pengertian Peraturan Daerah 

Sejak era reformasi, pandangan masyarakat yang akan terbangun 

ketika mendengar adanya otonomi daerah adalah munculnya sistm 

peraturan hukum baru di indonesia  yaitu berupa peraturan darah 

dimasing-masing wilayah. Sebelum bergulirnya era revormasi, undang-

undang tentang pemerintah daerah yang berlaku di era orde baru adalah 

undang-undang nomer 05 tahun 1974 didapatkan istilah keputusan, 

peraturan, dan peraturan daerah, meskipun didalam undang-undang 

tersebut tidak diberikan penjelasan tentang perbedaan antara pengertian 

keputusan, peraturan, dan peraturan daerah.
44

 Meskipun demikian pada 

hakikatnya baik keputusan, peraturan dan peraturan daerah merupakan 

keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh penguasa yang 

mempunyai wewenang untuk menetapkannya, sebab ketiga-tiganya 

merupakan perwujudan kehendak dari penguasa. Maka dari itu perlu 

ditelusuri apa makna secara historis dari peraturan daerah. 

Arti peraturan menurut irawan Soejito
45

 adalah keputusan yang 

merupakan norma untuk setiap hal yang dapat dimasukkan kedalamnya, 

dengan perkataan lain, peraturan dalam arti luas itu sifatnya umum dan 

                                                           
44

 Djoko Prakoso,Proses Pembuatan Peraturan Daerah Dan Beberapa usaha Penyempurnaanya 
(Jakarta:Gralia Indonesia,1985),42. 
45

 Ibid ,.43. 
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dimaksudkan untuk berlaku lama. Sedangkan peraturan daerah adalah 

peraturan sebagimana diuraikan diatas yang ditetapkan oleh penguasa 

tertentu yaitu kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat 

daerah yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat formal tertentu 

yang bertujuan agar mempunyai kekuatan hukum mengikat
46

. Perda 

(Peraturan Daerah) adalah suatu peraturan yang dibuat oleh kepala daerah 

Kabupaten/kota maupun provinsi bersama-sama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota,dalam bidang 

pelaksanaan penyelenggara otonomi daerah yang menjadi legalitas 

perjalanan eksekusi peraturan daerah.
47

 Menurut K.Wantjik Saleh 

Peraturan daerah adalah produk kompromis, antara DPRD dan Kepala 

Daerah yang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah daerah 

yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
48

  

Peraturan daerah merupakan salah satu dari jenis peraturan yang ada 

dalam undang-undang serta termasuk dalam bagian dalam sistem hukum 

nasional yang berdasarkan pancasila. Untuk saat ini peraturan daerah 

sendiri mempunyai kedudukan yang sangat strategis soalnya diberikan 

landasan konstitusional yang jelas sesuai yang suah dijelaskan dalampasal 

                                                           
46

 Irawan soejito,Teknik Membuat Peraturan Daerah (Jakarta: Bina Aksara,1989),9. 
47

 Maria farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan Ct ke -7 (yokyakarta: Kanisius.2007)hlm 202 
48

 Djoko Prakoso,Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beerapa Usaha Penyempurnaannya 
(Jakarta:Ghalia Indonesia,1985),44 
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1 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repupnlik Indonesia T ahun 

1945.
49

 

  Peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tak dapat 

dipisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. 

Maka dari itu tidak boleh ada peraturan peundang-undangan tingkat 

daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi atau kepentingan umum.
50

 Adapun tujuan utama dari 

dibuatnya peraturan daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat dan 

mewujudkan kemandirian daerah, serta dalam pembentukan peraturan 

daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan yang 

mana harus memihak kepada   kepentingan rakyat, menjunjung tinggi 

asas kemanusiaan, serta berwawasan lingkungan dan budaya. 

B. Landasan-landasan pembentukan peraturan daerah 

Pada pasal 1 ayat (1) 1945 menjelaskan bahwa ‚Negara Indonesia 

adalah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri harus diletakkan dalam kerangka 

Nagara kesatuan. Serta berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuklah 

Daerah otonom yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil 

penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap 

masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut:  

                                                           
49

 Kementrian hukum dan hak asasi manusia ,Perancangan peraturan daerah (Jakarta:Direktorat 
jendral peraturan perundang-undangan),8. 
50

 Bagir manan.sistem dan teknik pembuatan peraturan perundang-undangfan tingkat 
daerah(Bandung: LPPM Universitas Bandung ,1995),8. 
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a. Negara kesatuan republik indonsia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan 

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai 

pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang 

b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah mnurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan. 

c. Pemerintah daerah berhak mentapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan  otonomi dan 

tugas pembantuan. 

d. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah 

diatur dalam undang-undang. 

Biar dapat berfungsi dan tercapai tujuan pembentukannya sesuai 

dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-

wewenang untuk melaksanakan berbagai urursan rumah tangganya. Maka 

dari itu, setiap pembentukan daerah otonomi tingkat I atau II harus selalu 

memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, 

luas daerah dalam pertanahan dan keamanan yang memungkinkan daerah 

otonom melaksanakan otonom yang nyata dan bertanggung jawab.
51

     

                                                           
51

 Moh.Mahfud,M D.,Politik Hukum di Indonesia,cet ke-1 (Jakarta:LP3es,1998),9. 
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Berdasarkan bahan yang penulis dapatkan, adapun proses 

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten  Pamekasan adalah sebagai 

berikut : 

2. Perencanaan 

 Telah diuraikan sebelumnya bahwa usulan Rancangan 

Peraturan Daerah dapat di usulkan oleh DPRD dan Pemerinrtah 

Daerah. Proses perencanaan raperda dilingkungan DPRD. 

Berdasarkan amandemen I dan II pasal 20 ayat (1) UUD 1945, 

DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan DPRD 

berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaanya Raperda 

dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata 

Tertib DPRD   masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas 

inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atua unit 

kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
52

 Setelah itu dibentuk 

TIM Asistensi denganSekretariat Daerah atau berada di Bagian 

Hukum. 

 Kemudian proses penyiapan Raperda di lingkungan 

Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembenrtukan Produk Hukum 

Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pamekasan, terdiri dari perencanaan Progam lgislasi Daerah atau 

                                                           
52

 Jazim Hamidi,Pembentukan Peraturan Daerah (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008),39. 
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Prolegda, Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan daerah 

Kumulatif terbuka. Dan perancanaan penyuusunan rancangan 

Peraturan Daerah di luar Prolegda. Sementara perencanaan 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda, 

bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD Kabuparten Pamekasan 

atau Bupati Pamekasan dapat mengajukan rancangan Peraturan 

daerah Kabupaten Pamekasan diluar Prolegda Kabupatrn yang 

bertujuan untuk mengatasi kadaan luar biasa, kadaan konflik 

akibat kerjasama dengan pihak lain dan keadaan tertentu 

lainnya. 

3. Penyusunan  

 pada tahap penyuusunan ini terdiri atas Rancangan 

Peraturan Daerah dan penyusunan Peratruran Daerah : 

a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan 

Berdasarkan data yang ada bahwa rancangan peraturan 

Peraturan Daerah Kabupatn Pamekasan bisa diajukan olh 

Buparti dan bisa oleh DPRD. Kemudian rancangan Peraturan 

Daerah sebagaimana yang dimaksud disrtai dngan penjelasan 

atrau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal 

Rancangan Perarturan Daerah mengenai : Peraturan 

Penanggulangan kemiskinan  

b. Pembahasan Peraturan Daerah Kabuparten Pamekasan  
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   Setelah tahap rancangan, selanjutnya masuk dalam 

tahapan pembahasan, isinya adalah : 

1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten 

Pamekasan  oleh DPRD kabupaten Pamekasan bersama 

Bupati. 

2) Pembahsan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat 

pembicaraan. 

3) Tingkat – tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat 

komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Kabupaten 

Pamekasan. 

4) Rancangan Peratruran daerah Kabupaten Pamekasan 

dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh 

DPRD kabupaten Pamekasan bersama bupati 

Pamekasan. 

5) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan 

yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali 

berdasarkan persetujuan bersama DPRD kabupaten 

Pamekasan bersama Bupati Pamekasan. 

4. Penetapan atrau Penyusunan  

 Rancangan Peratruran Daerah yang telah disetujui bersama 

oleh DPRD kabupaten Pamekasan bersama Bupati Pamekasan 

kemudian disampaikan oleh pemimpinan DPRD Kabupaten 

Pamekasan kepada Bupati Pamekasan untuk ditetapkan menjadi 
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Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan. Penyampaian Raperda 

tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan 

bersama DPRD dan Bupati. Raperda tersebut ditetapkan oleh 

Bupati unrtuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan 

tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak 

raperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala 

Daerah tidak menandatangani Raperda yang sudah disetujui 

bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah 

dan wajib diundangkan.  

 Karena dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah 

Kabupaten Pamekasan kalimat yang berbunyi : ‚Peraturan 

Daerah ini dinyatakan sah‛ kemudian kalimat pengesahannya 

harus dibubuhkan pada halaman terkhir Peratruran Daerah 

Kabupaten Pamekasan sebelum pengundangan naskah Peraturan 

daerah kabupaten Pamekasan dalam lembaran Daerah. 

5. Pengundangan       

 Proses Pengundangan dapat dilakukan apabila berbicara 

suatu Raperda dalam rapat akhir DPRD telah selesai dan 

disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh pimpinan 

DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam 

hal ini Biro/ Bagian Hukum untuk mendapartkan pengesahan. 

Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Biro/ Bagian Hukum. 

Kepala Biro/ bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. 
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Kepala daerah menandatangani Perda tersebut untuk 

diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sdangkan Biro/Bagian 

Hukum brtanggung jawab dalam penggandaan, distrribusi dan 

dokumentasi Perda tersebut. 

 Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, 

Sekretaris DPRD dengan persetujuan pemimpin DPRD dan 

Kepala Daerah, dapat menyempurnakan teknik pnyusunan 

Raperda yang telah disetujui olah DPRD sbelum disampaikan 

kepada Kepala Daerah. Jika masih Juga terdapat kesalahan 

teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, 

Kepala Daerah Dapat menyempurnakan  teknik penyusunan 

tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda 

diundangkan dan masih terdapat kekeliruan penyusunan 

Sekretaris Daerah dngan persetujuan Pimpinan DPRD dapat 

meralat kesalahan tersebut tanpa merubah subtansi Perda 

melalui Lembaran Daerah. Pemda wajib menyebarluaskan Perda 

yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah kabupaten 

Pamekasan. 

 Berdasrkan pemaparan di atas dalam proses penyusunan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan sudah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan legal drafting. hal ini guna memastikan 

kualitas baik tknik penyusunan maupun matri muatan praturan 

daerah tesebut tidak bertentangan dengan praturan yang lebih 
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tinggi dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan di 

masyarakat sehingga dapat dijalankan dengan baik dan dapat 

diterima oleh masyarakat yang pada gilirannya membawa 

perubahan yang positif bagi warga masyarakatnya, karena pada 

prinsipnya masyarakatlan yang menjadi objek suatru regulasi, 

oleh karena itu harus dipastikan Peraturan Daerah dibuat dengan 

baik.  

C>. Gambaran Isi Peraturan daerah No 07 Tahun 2019 tentang 

Penanggulangan Kemiskinan 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib pemerintah 

dan  kesejahteraan masyarakat daerah maka perlu adanya hubungan 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diletaklan 

sebagai kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal 

itu, maka pelaksanaan otonomi daerah perlu diarahkan pada otonomi 

yang nyata serta bertanggung jawab sehingga dapat menjamin 

perkmbangan dan kesejahtraan daerah. 

Pengertian daerah otonom sesuai dengan yang dijalaskan didalam 

pasal 1 ayat (6) Undang-undang nomor  32 Tahun 2004 tntang pemrintah 

daerah, darah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

mmpunyai batas-batas wilayah yang berwewenang mengurus dan 

mngatur urusan pemerintahan dan kepntingan masyarakat setempat 
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menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

kerangkan NKRI. 

Dengan diberikannya otonomi, banyak beberapa daerah yang 

mengalami kemajuan pesat terutama terdapat pada daerah perkotaan, 

namun di sisi lain masih banyak juga daerah daerah yang masih tertinggal 

terutama masalah perekonomiannya. Yang mana kebanyakan 

masyaraktnya dapat dibilang kurang mampu dalam segi perekonomian. 

Dengan keterbatasan biaya rata-rata masyarakatnya lebih memilih putus 

sekolah dan menjadi buruh sehingga rendahnya pendidikan membuat pola 

fikir mereka tidak berkembang. 

Dengan Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan 

timbulnya suatu permasalahan didaerah, diantanya pengangguran, 

kriminalitas, serta tumbuhnya pengemis. Maka dari itu pemerinatah 

kabupaten pamekasan membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomer 07 

Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan. yang mana bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka 

kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Perda tersebut telah sesuai 

dengan  yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Nerara 

Republik  Indonesia Tahun 1945. Yaitu ‚melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
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sosial‛.
53

 Adapun sebagian gambaran dari Perda kabupaten pamekasan 

yaitu mengatur mengenai tujuan dibuatnya perda yang mana berguna 

untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar 

serta kemampuan berusaha warga miskin. selanjutnya mengenai sasaran 

,sasaran ini berguna untuk jika ada bantuan orang-orang/warga yang 

mendapatkan sesuai tepat sasaran. Kemudian ada hak dan tanggung 

jawab, setiap warga miskin berhak memperoleh kecukupan 

pangan,sandang dan perumahan. Dari gambaran perda tersbut diharapkan 

bisa membantu perekonomian masyarakat dan mensejahterakan warga 

khususnya warga kabupaten pamekasan. yang  awalnya kurang manpu  

dengan adanya perda ini diharapkan dapat menstabilkan perekonomian 

serta dapat mengurangi angka kemiskinan dan  pngangguran. 

D. Tujuan dari Peraturan Daerah Pamekasan No 7 Tahun 2019 tentang 

Penanggulangan Kemiskinan 

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan 

dasar serta kemampuan berusaha warga miskin; 

2. Memeperkuat peran warga miskin dalam pengambilan 

kebijakan maupun keputusan publik yang menjamin 

penghargaan, perlindungan dan pmenuhan hak-hak dasar; 

3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan 

social yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh 

                                                           
53

 Undang-Undang dasar 1945,pembukaan (Alinea ke IV) 
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kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan 

taraf hidup secara keberlanjutan; 

4. Memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan 

rentan miskin dan menurunkan jumlah wagra miskin.   
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BAB IV 

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEBERLAKUAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NO 07 TAHUN 

2019 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

 

A. Tinjauan Keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 

07 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan  

 Dari analisis teori perundang-undangan, kajian keberlakuan 

hukum dapat dilihat dari sistem hukum dikarenakan sangat berkaitan 

dengan berlakunya suatu aturan hukum. Dari penjelasan pada yang telah 

dipaparkan maka terdapat teori keberlakuan hukum, yang berkaitan 

dengan pembahasan skripsi ini yaitu Keberlakuan normatif atau formal. 

Keberlakuan yang pada dasarnya berisi tentang eksistensi dari 

suatu aturan hukum yang mempunyai sifat khusus dalam aturan sistem 

tersbut, haruslah bertumpuan terhadap aturan-aturan hukum yang 

sifatnya lebih umum. Aturan khusus haruslah merupakan derivasi dari 

aturan yang bersifat umum yang memiliki stara yang lebih tinggi dalam 

konteks hierarki aturan. Keberlakuan secara normatif tidak mengenai 

subtansi atau isi dari suatu aturan tersebut melainkan membahas tentang 

batasan diri bahwa suatu aturan itu harus dipandang berlaku apabila ia 

terbukti mrupakan derivasi dari aturan umum yang berada di atasnya. 
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Berdasarkan penejelasan diatas teori keberlakuan normatif atau 

formal merupakan teori yang pada dasarnya berisi tentang eksistensi dari 

suatu aturan hukum yang bersifat khusus dalam aturan sistem tersbut, 

haruslah bertumpu pada aturan-aturan hukum yang bersifat lebih umum. 

Atau bisa diartikan berurutan secara hirarkis sesuai dengan aturan yang di 

atasnya.  

Dalam perda kabupaten pamekasan ini sudah menerapkan teori 

keberlakuan yang mana sebelum adanya peraturan daerah tentang 

kemiskinan ini ada aturan diatasnya yaitu peraturan daerah kebupaten 

pamekasan nomer 14 tahun 2013 tentang pembentukan peraturan daerah 

kebupaten pamekasan dan diatasnya lagi ada undang-undang nomer 13 

tahun 2011 yang menjelaskan tentang bagaimana penanganan fakir 

miskin dan setrusnya sampai UUD 1945. Dan juga dalam segi penerapan 

sudah jelas bahwa adanya peraturan daerah tersebut dapat diterapkan oleh 

pejabat hukum dan dipatuhi oleh masyarakat. Namun ketika dalam 

penerapannya pejabat tidak melakukan penerapan dengan benar maka 

akan banyak permasalahan khususnya bantuan yang seharusnya diterima 

masyarakat miskin malah tidak sesuai dan akhirnya keberlakuannya tidak 

efektif. 

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda kabupaten Pamekasan No 07 

Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan   
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Fiqh siya>sah merupakan ilmu yang membahas mengenai 

ketatangaran peraturan sebuah negara dari segi islam yaitu tentang 

bagaimana memilih pemimpin untuk umat islam serta bagaimana 

pembuatan undang-undang dan berbagai aturan lain yang yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip islam. Berdasarkan pengertian secara etimologis 

dan terminologis sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa Fiqh 

siya>sah adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum pemerintahan dan 

konsep dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan syariat islam 

dengan tujuan memberi kemaslahatan rakyat, serta bertujuan untuk 

menghindarkan dari kemudaratan. 

Dalam Fiqh Siya>sah terdapat beberapa macam pembagian ruang 

lingkup, dalam hal ini pembahasan yang akan dijabarkan oleh penulis 

yaitu Siya>sah dusturiyah yang mempunyai ruang lingkup tentang 

perundang-undangan, pengaturan negara serta aparatur negara yang ada 

dalam hukum islam. Maka dari itu jika dibahas secara terperinci bahwa 

permasalahan yang penulis ambil berkaitan dengan Ulil amri.  

Adapun Ulil amri sendiri  adalah seseorang yang mendapatkan 

kekuasaan atau wewenang untuk mengatur segala urusan umat guna 

untuk kemaslahatan umat serta mensejahterakan rakyat. Dalam 

mensejahterakan rakyat pemerintah berperan penting dalam hal ini 

termasuk dalam bertanggung jawab atas orang-orang miskin . dalam 

pandangan islam bahwa tanggung jawab seorang pemerintah bukan 
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terbatas pada keamanan dalam negeri saja tetapi pertanggungjawaban 

pemerintah ini juga harus merupakan bagian dari progam pencapaian 

masyarakat ideal, makmur dan adil dan salah satu contohnya 

menanggulangi kemiskinan. dikarnakan dengan manggulangi kemiskinan 

pemrintah dapat menciptkan masyarakat yang idal,makmur serta 

sejahtera. 

Dalam dijelaskan dalam Al qur’an surah Al-fajr bahwa 

                          

            

‚ sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliyakan anak 

yatim, kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan 

kamu mmakan harta pusaka dengan cara mencampuradukan (yang halal 

dan yang haram) ‚ 

Dari ayat diatas memperlihatkan pentingnya pelayanan umum 

dalam islam, mengutuk mereka bagi yang tidak memberikan hak-hak 

orang miskin dan lemah. Dan juga memperlihatkan bagaimana perhatian 

islam terhadap mereka. Dalam islam, pemerintah bertanggung jawab 

dengan menyediakan dana umum bagi orang orang miskin dan lemah 

yang mereka saling membutuhkan satu sama lain dan masyarakat sangant 

membutuhkan pemimpin. Hal ini menegaskan bahwa islampun 
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mempertegas adanya bantuan untuk orang yang miskin lagi lemah yang 

berhak menerima bantuan bukan malah memberikan orang yang mampu. 

Dalam hal memberi nabi telah mengajarkan lewat hadisnya yang 

berbunyi ‚tangan diatas lebih baik dari pada tangan di bawah ‚ dengan 

artian orang yang memberi lebih baik dari pada orang yang meminta 

maka dari itu tanggung jawab membantu sesama bukan hanya 

terbebankan pada pemerintah saja melainkan tanggung jawab kita  

sesame muslim khususnya bagi warga yang memiliki perekonomian 

diatas rata-rata. dikarnakan uluran tangan kita merupakan salah bentuk 

rasa kepedulian terhadap sesama muslim. Yang kemudian uluran tangan 

tersebut nantinya dapat membantu meringankan tanggung jawab 

pemerintah dalam mengatasi persoalan mengentas kemiskinan. dengan 

demikian maka akan mempermudah proses mengentas warga yang kurang 

mampu baik dari segi sandang maupun papan. disamping itu dengan kita 

membantu sesama muslim secara tidak langsung kita telah menjalin 

hubungan silaturahmi yang baik sesama manusia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada beberapa bab diatas 

maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil penulis, yaitu: 

1. Diambil dari sebuah kesimpulan teori keberlakuan yang dianalisis 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 07 Tahun 2019 

Tentang Penanggulangan Kemiskinan yaitu: Keberlakuan Normatif 

dan Formal yang mana Adanya hirarkies dalam hukum yang berlaku 

dan dalam hal ini hierarki dari peraturan daerah sudah tepat tidak 

bertentangan dengan peraturan diatasnya 

2. Secara fiqh siya>sah sudah dijelaskan secara rinci bahwa bantuan untuk 

umat yang tidak mampu sangat dinjurkan hal ini juga didukung 

dengan aparat pemerintahan yang memberikan bantuan kepada orang-

orang yang berhak menerima bantuan serta orang yang memiliki yang 

tidak mampu. Hal ini juga memberikan pemahaman kepada umat lain 

yang memiliki keadaan lebih baik harusnya bisa membantu yang 

membutuhkan karenanya sejatinya tangan diatas lebih baik dari pada 

tangan dibawah. Dengan adanya tolong menolong seperti ini tentu 

akan mewujudkan lingkungan yang adil serta tentram dan 

memberikan kesejahteraan untuk tanpa terkecuali. 
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B. Saran  

1. Pemerintah seharusnya mempertegas peraturan daerah  yang sudah 

ada untuk memberikan bantuan kemiskinan bentuan kepada warga 

yang benar-benar tidak mampu yang artinya bantuan tersebut harus 

tepat, sehingga peran dari pemrintah untuk menagakan peraturan 

benar-benar dijalankan sehingga warga miskin tidak lagi kelawatan 

atau tidak terdata sebagai penerima bantuan. 

2. lingkungan masyarakat harus lebih peka kepada orang-orang yang 

tidak mampu yang berhak menerima bantuan yang seharusnya tidak 

diperolehnya sehingga nantinya tidak menimbulkan kecemburuan 

social terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. 
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